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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kami
kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan standar pelayanan ini dengan tepat
wakiu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan
standar pelayanan ini dengan baik. Shalawat sertas salam semoga terlimpah curahkan
kepada baginda tercinta kita yaitu Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam yang kita
nantikan syafa'atnya diakhirat.

Tidak lupa, kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas
impahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupul akal pikiran, sehingga
kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan standar pelayanan untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat kepada Lembaga peradilan sehingga terwujudnya Badan
Peradilan Yang Agung.

Kami tentu menyadari bahwa standar pelayanan ini masih jauh dari kata
sempuma dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk
itu, kami mengharapkan kritik serta saran dari pembaca, supaya Standar Pelayanan ini
nantinya dapat menjadi lebih baik lagi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu khususnya kepada
Bapak DR. Fahmiron, S.H., M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang
Kelas |A Khusus dan Bapak Akhmad Harioni, SH. MH selaku Panitera Pengadilan
MNegern Palembang Kelas |A Khusus yang telah membimbing dan membantu dalam
pembuatan standar pelayanan ini.
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PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA

KHUSUS
Ji. Kapten A. Rivai Mo. 16 Palembang

Teip/Fax : (0711) 363310 website : www.pn-palembana.qo id
e-mail : pnpalembang@gmail.com pn-palembang@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PERDATA
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

1. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK
A. TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

3. Sebagai pedoman bagi masyarakal dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Permohonan pengakuan anak adalah permohonan pengakuan dari seorang ayah
terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama
dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut, yang melalui proses dan telah
memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register
tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon.

D. RUANG LINGKUP
SPF ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan FPengadilan Negeri
Palembag Kelas A Khusus.

E. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman




H.

3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMAJSKNI/2012 Tanggal 9
Februan 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

5. Peraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

7. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMA/SKAI2012 Tanggal 8 Februari
2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 3238/DJU/SK/MMO2.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 7T7/DJUWSK/HM02 3722018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

. PRODUK PELAYANAN

1. Pemberian informasi kepada pengguna layanan pengadilan di Meja Informasi
2. Menyampaikan syarat-syarat (bukti-bukli) yang harus dipenuhi oleh Pemohon
3. Pemberian kwitansi pembayaran biaya permohonan

SARANA PRASARANA
Komputer, Printer dan Jaringan

KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negen Palembang Kelas 1A Khusus.

PENANGGUNG JAWARB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus

. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

JANGKA WAKTU
15 Menit

SYARAT-SYARAT

1. Surat Pengantar dari Kelurahan setempat
2. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP);



Fc. Kartu Keluarga (KK);

Fc. Surat Nikah/Akta Nikah;

Fc. Akta Kelahiran;

Surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung

Deoxyribonucleic Acid DNA (dari rumah sakit pemerintah)

SLER B

M. BIAYA ATAU TARIF

Mo Jenis Biaya Jumiah

1 Pendaftaran B e ey

2 Biaya Proses Rp 100.000,00

3 Biaya Penggandaan ‘Rp 50.000,00 3 :

4 Biaya Sumpah Rp 50.000,00

5 BlayaPas <R SO0G00: S e

&  PNBP Relas Rp 10.000,00

7 Redaksi Putusan - Rp 10:000,00

8 Materai Rp 10.000,00

9 Panggilan ~ Menyesuaikan jumlah dan dengan radius pangghan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN PERMOHONAN PENGAKUAN ANAK

Petugas PTSP manadma pamohon dengan 3 5
Miembsvl hormat tangan dua didepan das menyatakas wdamal....

Pefugas PTSP menanyakan képerbzin pemobon
“@di yang bits kEmi bantu®™

Petugas PTSP memerksa permohaonan dan memenksa peregaratan
wegupl pernohonieya kedslim daller cek bk

'

Petupas PTHP menyerahkan berkas dan kelergkapan permobanan
vestiebnil kepada Panitera Muda Peidana unfuk disekfdipericia
persyaratas wiual permohonasya dan identias-ldentiaonya g

l

Pefugaf Kasir benbuatban (8 peabayaran pendafarsn peikars
afar Ehayarkan ke Sank BTN Paembang

:

Ruk i i parsbayaran dar Bask ditunjullas kepada petugss PTIR
Ferdata dan dibsatkas SELA

Petagas PTSP il ubabban cap pend sltiran dam menm bk
Momor Register dan tanggal pendaftaran permahonan, dan 1 | sstu)
sursl permahonan dam SKUM aslinys diserahkan kepada Permohon

.

Lalu Prtugas FTSF menyamaaian kepada pemobkan untuk
meenungEY panggian sidang

Sirkrian




2. STANDAR PELAYANAN DISPENSASULIIN KAWIN
A. TUJUAN

1.

2.

Meningkatkan kualtas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKsSUD

1.

2,

3.

4,

Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

Sebagal pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam

penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Permohonan dispensasi perkawinan adalah permohonan pemberian hak kepada
seseorang untuk menikah meskipun usianya belum cukup umur untuk menikah,

yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam
register sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon.

RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeni

Palembang Kelas |A Khusus.

DASAR HUKUM

1

Undang-undang Nomaor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMA/SK/I/2012 Tanggal 9

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Momaor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Momor 2 Tahun 1988 tentang Peradilan Umum.

Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMAJSKA2012 Tanggal 8 Februari
2012 tentang Standar Pelayanan



H.

8. Keputusan Difjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Fengadilan Negeri.Jo.Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Difjen Badilum Nomor 77/DJUISK/HMOZ2.3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

PRODUK PELAYANAN
MNomor Register Permohonan

SARANA PRASARANA
Komputer, Printer, Jaringan dan Kertas formulir

KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas |IA Khusus

KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

JANGKA WAKTU
15 Menit

SYARAT-SYARAT

1. Fe. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

2. Fe. Kartu Keluarga (KK);

3. Fe. Akla Kelahiran dan Akta Kelahiran calon mempelai perempuan (yang
dimintakan Penetapan).

4, Surat Keterangan ijin orang tua kedua calon mempelai



M. BIAYA ATAU TARIF

Mo Jenis Biaya Jumlah

1 Pendaftaran. 5 87 Rpl 30,0000 A TS s
F Biaya Froses Rp. 10000000

3 BiayaPenggandaan Rp S000000 i

4 Biaya Sumpah

5 BiayaPos ; e
6 PNBP '
7 RedaksiPutusan )
g Malferai

N. ALUR PELAYANAN

Fetugas PTSP menerima pemahon decgan 15
bembier harmat tangan dua didepan dan menystakes seamst....

i

Persgas PTH mensmpakan keperluan pamiohon
“ada yang bisa kami bardu?”

'

Pélsgas FTSP memerisa permobanan dan imeenerii persysmaian
wrtual prinahorseya kedslem daftar ook lisk

,

Prtugas PTSP menyerahkan borkas das kelenghapin permohonaes
tersebsd kepada Panitera Muda Perdala uenk dicsk,dpesiksa
persyaralan issubl permohomanya dan identitas-idongisesnys kg

'

Pirtugis Lesie membuatkan sip peenbayaran pendpfisnan perkara
agas dibayzakan ke kank BTH Palsmbang

Bkt slip pembayaras dari bank ditunjulkan kepada potugas FT5
Pendila den dibualian SEUM

L

Petugas PTSP membubahban cop pendaflares dan memberikan
Mosmor Regisier dan fanggsl pendafteran pesmohonin, dan 1 {sabu)
*uraf permodaonan dan SKUM aslingg deerahbkan kepada Peerokan

Lalu Petugss PSR memampaikan kepada pemahon untuk
MENUNEEY panggilan iidarg

!

Selesal




3. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN GANTI NAMA

A. TUJUAN

1.

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

B

2.

Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan

4.

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas |1A Khusus dalam

penyelenggaraan peiayanan.

C. DEFINISI
Fermohonan ganti nama adalah permohonan yang diajukan oleh seseorang untuk

mengganti atau merubah nama pemohon sendiri ataupun nama anaknya. yang

melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register
sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon.

D. RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri
Falembang Kelas |A Khusus.

E. DASAR HUKUM

1.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3,

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMASSKNI2012 Tanggal 9

Undang-undang Nomaor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomeor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMA/SKNI/2012 Tanggal 9 Februari
2012 tentang Standar Pelayanan



H.

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMOZ2.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Difen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

PRODUK PELAYANAN

1. Pemberian informasi kepada pengguna layanan pengadilan di Meja Informasi
2. Menyampaikan syarat-syarat (bukti-bukti) yang harus dipenuhi oleh Pemohon
3. Pemberian kwitansi pembayaran biaya permohonan

SARANA PRASARANA
Komputer,Printer dan Jaringan

KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan Pengadiln Negern Palembang Kelas |A Khusus.

PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Neger Palembang Kalas 1A Khusus

KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

JANGKA WAKTU

15 Menit

SYARAT-SYARAT

1. Surat Pengantar dari Kelurahan setempat

2. Fe. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

3. Fc. Kartu Keluarga (KK);

4. Fe. Surat Nikah/Akta Nikah Orang Tua Kandung;

5. Fe. Akta Kelahiran;

6. Surat Penyerahan anak yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa



M. BIAYA ATAU TARIF

Mo Jenis Biaya Jumilah v

1 Pendaftarany & 00 0 Rpl30X0O000 0. L S0 i

2 Blaya Proses Rp 100.000,00

3 BiayaPenggandaan  Rp 5000000 .

4 E_Ia'yafﬁ{mpah Rp 50.000,00

5  BiayaPos TR SgN0ing: S

6  PNBP Relas Rp 10.000,00

7 Redaks| Putusan .  Rp I ONE RGPS ST AR i e

8 Materai SR T _

8 Panggilan Menyesuaikan jumiah dan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Pelugas PTEP menevima pesohon dengan 3 5
Mismbaer hormat fangan dua didepin dkn menyataksn sebanat

Petugas FTE menanyskan keperkain pemohan
“ada yang b kami hanty ¥

!

Petugas FTS memerikss permahonan dan memerikss persaratan
setual peranolananyg & anite-iderdibam,

.

Pelagas PTSP menyerahlan bevkas dan kelengkapan parmobsanan
nersebuk kegad s Panitera Muds Perdata untuk dicekydiperikas
PSYRAMGLEN SeRuEn permadhananys dan idenlitas-dents iy lag

.

Polugas Sasr maenbuatkan ship pembindaran pendaftaran perkara
agar dibayackan ke Bank BTH Palembang Kelss W Khusus

Beahzi slip pembayaran dari bank ditenjukian kepada patugas PTSP
Perdata dan dibuabian SKUM

:

PFetugas FTSF membubuhlcan cap pendaftaran dan memberikan
Romor Registor dam langgal pesd alticis permohosan, dan 1 {sata}
Surdl permohonan dam SKLUR ashinga dserahkan kegeda Pamohon

3

Lalu Petugas PTSP menyamnpaikan kepada pera hon ubaek
menusggy pangiilan sidang

Seless




- STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGAMPUAN

. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.

Z. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas LA Khusus.

J. Sebagal pedoman bagi masyarakal dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negen Palembang Keias A Khusus,

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas |1A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

. DEFINISI

Permohonan Pengampuan adalah permohonan untuk mewakili seseorang dimana
karena keadaan dan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak sanggup untuk bertindak di
dalam lalu lintas hukum, yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan
sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada
Pemohon/Kuasa Pemahon.

. RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri
Palembang Kelas 1A Khusus.

. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 teniang Kekuasaan Kehakiman

3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMAJSKSI/2012 Tanggal 9
Februarn 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

10



7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/I/2012 Tanggal 8 Februari

2012 tentang Standar Pelayanan

Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/MHMO02.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 3239/DJU/SK/MHMO2.3/11/2018 tentang Perubahan
Surat Keputusan Difjen Badilum Nomor 77/DJUSK/HMOZ2.3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

. PRODUK PELAYANAN
1.

Pemberian informasi kepada pengguna layanan pengadilan di Meja Informasi

2. Menyampaikan syarat-syarat (bukti-bukti) yang harus dipenuhi oleh Pemohon
3. Pembenan kwitansi pembayaran biaya permmohonan

SARANA PRASARANA
Komputer, Printer dan Jaringan

KOMPETENSI| PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan Pengadilan Negen Palembang Kelas |A Khusus.

PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus

. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

JANGKA WAKTU
15 Menit

SYARAT-SYARAT

1.

L A

Surat Pengantar dari Kelurahan setempat

Fe. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Fec. Kartu Keluarga (KK);

Fc. Surat Nikah/Akta Kawin..

Fec. Akta Kelahiran ( yang dimintakan Penetapan).

Sural izin dari orang tua kandung / wali yang sah diatas kertas bermaterai cukup

"



M. BIAYA ATAU TARIF

Mo  Jenis Biaya Jumlah

1 Pendaftaran F EpI000i00; W T AR

2 Biaya Proses Rp 10:0.000,00

3 Biaya Penggandaan i RD S0 S S

4  Riaya Sumpah Rp 50.000,00 . _

5  BiayaPos ¢ Rps000060" " C i

6  PNBP Rp 10.000,00

7 RedaksiPutusan g T e S ey -

8 Materai X _
9 Panggilan an dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN PERMOHOMAN PENGAMPUAN

Peiugas FTSF menerma pemohan dengan 35
Memesdi hormal Gegan dud ddepan dan menyaiakan selamat...,

Petugas PTSP menanyaian kipeikian pemehon
“ada yang bisa kami bantu

Fefugas FT5P memeriks peemohionsn disn memerikss peryaratan
sesual pemaphonamya dan identites-identisasnya,

.

Petugas FTSF manryerahian berkas dan kelengimpan pormodanan
fersebut bepada Pasdtera Muds Pardata untuk dicekdiperiksa
PRERYAAAN Sesudi permohonanya dan dentas-alenlisisnyg lag

:

Petagas Kasin mermbuatean shp pembayaran pendaftaran periara
agar dinayarkan b Bank BTN Palemiang Kefas L& Khuses

Buskli slip pasmbayaran darl bank dunjukkan kepada prtugas FTSP
Ferdata dan dbaatkan SELM

vy

Petugas FTSF memBubislkan cap pendaftaan dos membssikan

Momor Reglster dan tanggal pandaitaran permohonan, das 3 fsau)
warat permofanan dan SKUM ackeya disershban kepada Pemaohon

Laku Pelugas FTSP menpampaskan bipada pemotan untuk
meERUngEd Panggdan sidang

L
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5. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK/ADOPSI

A. TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencar keadilan dan
masyarakat.

Z. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dan komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakal untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagal pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas LA Khusus.

J. Sebagal pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualtas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas |IA Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Permohonan Pengangkatan Anak adalah permochonan suatu tindakan hukum
mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau
orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan
anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat, yang melalui proses
dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti
register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon.

D. RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Megeri
Palembang Kelas 1A Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMASSKAN2012 Tanggal &
Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
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7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMAJ/SKAL/2012 Tanggal 9 Februari
2012 tentang Standar Pelayanan

B. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 3239%/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Difen Badilum Nomor 77/DJUISK/HMO0Z2. 37272018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri,

F. PRODUK PELAYANAN
1. Pemberan informasi kepada pengguna layanan pengadilan di Meja Informasi
2. Pemberian formulir permohonan
3. Menyampaikan syarat-syarat (bukti-bukti) yang harus dipenuhi oleh Pemohon
4. Pemberian kwitansi pembayaran biaya permohonan

G. SARANA PRASARANA
Komputer,Printer dan Jaringan

H. KOMPETENS| PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTLU
15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

Calon anak angkat diambil dari Yayasan;

Surat permohonan ijin Pengasuhan Anak;

Surat Permohonan ljin Pengangkatan Anak,

Surat Keterangan Sehat Suamifistri (COTA) dari Rumah Sakit Pemerintah;

Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Suamifistri (COTA) dari dokier Spesialis Jiwa
dar Rumah Sakit Pemerintah,

ok O
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4. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Suamifistr (COTA) dari dokter Spesialis Jiwa
dari Rumah Sakit Pemerintah:

5. Surat Keterangan Kandungan (COTA) dari Rumah Sakit Pemerintah:

6. Fc.Akta Kelahiran Suamifistri (COTA);

7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Suamifistri setempat (COTA);

8. Fc. Surat Nikah /Akta Perkawinan (COTA);

9. Fc. Kartu Keluarga (COTA);

10. Fc. KTP Suamifistn (COTA).

11. Fc. Akta Kelahiran (CAA);

12. Fc. Keterangan Penghasilan dari tempat Bekerja Suamilistri (COTA);

13. Surat Penyarahan anak dari instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuh anak;

14. Laporan Sosial mengenai anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan
Anak atau Surat Keterangan dar orang tua kandung mengenai kronologis anak
hingga berada dalam asuhan mereka;

15. Laporan Sosial mengenai COTA dibuat okeh Pekerja Sosial Instansi Sosial
Propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak;

16. Surat Penyerahan Anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA:

17. Surat Keputusan ijin asuhan dari Kepala Instansi Sosial;

18. Laporan Sosial Perkembangan Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial
dan Lembaga Pengasuhan Anak;

19. Surat Rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;

20. Surat Keputusan ijin untuk pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Kepala
instansi Sosial Propinsi untuk ditetapkan di Pengadilan;

Calon anak angkat bukan dari an

1. Fe. Karlu Tanda Penduduk (KTF) calon OTA dan OTK

2. Fe. Kartu Keluarga (KK) calon OTA dan OTK:

3. Fe. Surat Nikah/Akta Kawin calon OTA dan OTK:

4. Fe. Surat Penyerahan anak dari OTK kepada OTA ( diketahui oleh Kepala Desa
Lurah).

5. Fc. Akta Kelahiran { yang dimintakan Penatapan).

6. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/{ RSJ) Para Pemohon.

7. Surat Dispensasi dari dinas Sosial Kabupaten/atau Propinsi.

8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Suamifistri setempat (COTA):

M. BIAYA ATAU TARIF

Mo Jenis Biaya Jumilah

1 Pendaftaran Rp 30.000,00

2 Biaya Proses Rp 100,000,00

3 Biaya Penggandaan’ Rp 50.000,00

4 Biaya Sumpah Rp 50.000,00

5 BlayaPos Rp 50.000,00

6  PNBP Rp 10.000,00

7  Redaksi Putusan Rp 10.000,00

B Materai Rp 10.000,00

9  Pangglian Menyesuaikan dengan radius pangeitan (terlampir)
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N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN PERMOHONAN PENGANGEATAN ANAK / ADOPSI ANAK

Pebagas FTSP menatima pemohon demgan 15
FlE bl hof mad Eigan ded didepdn dien menyatiakan selamai...

Fetugas FTS® menanyaian keperiuan pseanohsn
“aids yang b kamil bania ™

!

Petugas FTSP mamerikis pieraohcsin din memerikss perwparaian
HESUE PETMONEN v dan Wil - idendfsasnve,

.

Fetugas PTIF menyerahkan berias dan kebenghapan peemoionan
Ll kepada Panitera Muda Perdala uniuk dicek/diperiksa
periyan e wiual peiashoniergs dan idenbilas-identoasrya lag

’

Pebagad Kasir membustkan slip pembayaran pemdaftaan perkan
agar ditagarkan ke Bank BTH PalsmbBang Kelas I8 Kaiius

:

Baskti slip pembayaran dar bank diusgekkan kepada petugas PTSP
Ferdata din dibaiaticsn SEUM

'

Pélugid PTSP imeenbubabikan cig pendaltaran dan membevikas
Romaor Register dan tanggal pendafisman permohonan, das 1 [5a0u)
surat permohonan dan SKUM aslinga diserahkan kepada Pamahon

l

Lafg Peiugas PTSP menyampaikan kepada pemschon usduk
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6. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN KETIDAKHADIRAN SESEORANGI
ORANG HILANG (Afwezigheid)
A. TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Sebagal informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Permohonan kefidak hadiran seseorang/orang hilang (afwezigheid) adalah
permohonan apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui
lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar Indonesia serta tidak dapat
dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukan kuasanya, yang
melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register
sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon.

D. RUANG LINGKUP
SOP Ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri
Palembang Kelas |A Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomar 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor O026/KMA/SK/I2Z012 Tanggal 8
Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
MNomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
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6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum._

7. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMA/SK/N/2012 Tanggal 9 Februari
2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirjen Badium Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negen.Jo.Nomor 32389/DJU/SK/MHMO02.3/11/2018 tentang Perubahan
Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJWSK/HMO02.3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

PRODUK PELAYANAN

4. Pemberian informasi kepada pengguna layanan pengadilan di Meja Informasi
5. Pemberian formulir permohonan

6. Menyampaikan syarat-syarat (bukti-bukti) yang harus dipenuhi oleh Pemohon
7. Pemberian kwitansi pembayaran biaya permohonan

SARANA PRASARANA
Komputer, Printer dan Jaringan

KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas |1A Khusus.,

PENANGGUNG JAWARB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas |1A Khusus

. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

JANGKA WAKTU
15 Menit

SYARAT-SYARAT

1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon:
2. Fe. Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

3. Fc. Surat Nikah/Akta Kawin Pemohon;
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4. Fe. Surat Laporan Kehilangan dari Polisi,
3. Fe. Akta Kelahiran (yang dimintakan Penetapan) kalau ada,
B. Fc. Sertipikat tanah.

M. BIAYA ATAU TARIF

No  lenis Biaya Jumniah

1 Pendaftaran PR e ST

1  Biaya Proses _ ~Rp 100.000,00

3 Biaya Penggandaan Rp 50.000,00 : %

4 Biaya Sumpah Rp 50.000,00

5 BiayaPos ~ Rp 5000000

6 PNBP Rp 10.000,00

7 RedaksiPutusan  fp 1000000

B Materai Rp 10.000,00

9 Panggilan ~ Menyesuaikan dengan radius panggilan {terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN PERMOHONAN ORANG HILANG

Patdgas FTIF menerma pemohon dengan 3 5
Memberi hormas Engan dus ddepan dan menyatabkan selamat..,,

Petugas PTSF menanyakan keperikass pemohan
"ada yang bz kami bantu®

Fetugas FT5F memerikis permahonan dan memerikcss persyaratan
whuE permahoninga dan identitas-idensisasnya,

:

Fetugas FTSP menyerahian bevkas dan kelengkapan permohanan
tersebut bepads Pansers Muda Perdata untuk dicekydiperiia
POTSYERAIEN WEuai pRrmehananys din dentitas-dentisasvya Lag

Petugas Kacir mambustian il pembiyans pendaftans pedars
agar dibayarkan ke Bank BTN Palembang Kelas 18 Ehuius

:

Bukti ship pembargaran dan bank ditungaklan bepady petugas PTSP
Perdates dan dibisatkan SEUM

Patugas FTS membubuhkan cap pendatiaran dan memberikan
Nomar Regster dan tanggal pendaftarsn permotvonan, dan L |satu)
surat genmahossn dan SHUM asfinga diserabdan kapada Pamahan

l

Lafus Peflugas PTSP menyampaikan kepada pemahon anbuk
N panggilan didang
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7. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERWALIAN

A. TUJUAN

1.

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1.

Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Neger Palembang Kelas IA Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan

Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam

penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Permohonan perwalian adalah permohonan untuk menjadi wali guna mengurus dan

menandatangani surat-surat yang berkaitan untuk melamar pekerjaan bagi calon

anggota THNIPolr, dimana calon wali biasanya ada hubungan keluarga, yang

mealalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register
sampai bukti register tersebut diberikan kepada Pemochon/Kuasa Pemohon.

D. RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri
Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1.

Undang-undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMASSK/I2012 Tanggal 9

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Februan 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R
Momaor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.



7. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMA/SK/NN/2012 Tanggal 9 Februari
2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirfjen Badilum Momor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Difjen Badilum Nomor 77/DJUISKIHMOZ2 3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN
Nomor Register Permohonan

G. SARANA PRASARANA
Komputer,Printer,Jaringan dan Kertas formulir

H. KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

|. PENANGGUNG JAWAB
Fanitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU
15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP)} Pemohon dan OK yang dimohonkan
Penetapan,

2. Fc. Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan OK yang dimohonkan Penetapan;

Fc. Surat Nikah/Akta Kawin Pemohon dan OK yang dimohonkan Penetapan;

4. Fec. Akta Kelahiran (yang dimintakan Penetapan)

@
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M. BIAYA ATAU TARIF

No  Jenis Biaya
Pendaftaran

Biaya Proses

Biaya Penggandaan
Blaya Sumpah

Blaya Pos

PHBP

Redaksi Putusan . { 0
Materai Rp 10.000,00
Panggian WMenyesuzikan dengan radius panggiian {terlampir)

0 R0 = B W e R =

N. ALUR PELAYANAN

Fetugas FTSF menedima pemnohen dengsn 15
Mesnberi hormat fangan dua didégaa disn menyatakan selaenat...,

Fetugas FTSF menanyatan kepersin pemoban
“ada yang bida kaemi bentu®

Petugss FTSF memariis paemahonan din memerile possyaratan
deus permohorasya dan identias-identisasnya,

;

Feiugas FTEP menyerabban berkas dan kelenghapan permohonan
Leriebil Kepada Faniten Muda Perdata entuk dicelfdiperis
PErsyaralEn sfuai peomohansnyd dan dentitas idendisasnya g

v

Fetugas Kasir membugtkan slip pembayaran pendaltaran perkars
agar Ebayarkan ke Bank BTN Palembang Eslas 1A Ehusus

Bulai slip pemdayaren dan bank ditunjuiklan kepada petugas PTSP
Pardata dan dibeatkin SELU

Y
Patugas FTS# membabubkan cap pendattarmn dan membericn

Homor Register dan langgal pendafaran permobanan, dan L |58u)
surat permohomas dan SEUR adlings disershian kepada Pomahan

Lalu Fetugas PTSF menyampalkan kepada pemnohan unbuk
manisggu panggilan sidang




B. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGAMPUAN KURANG INGATAN

A, TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat,
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dan komitmen Pengadilan Megeri Palembang Kelas |A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Neger Palembang Kelas IA Khusus,

3. Sebagal pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negen Palembang Kalas 1A Khusus.

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas |1A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Permohonan pengampuan kurang ingatan adalah permohonan apabila sessorang
dinyatakan sebagai golongan orang yang “tidak cakap” untuk melakukan sendiri
perbuatan hukum, oleh karena itu ia tidak dapat menjual tanah miliknya sendiri.
Y¥ang dapat bertindak mewakili panjualan tanah tersebut adalah wali pengampu dari
orang tersebut, yailu anggota keluarga atau suamifistni untuk menjadi wali
pengampu melalui pengadilan, yang melalui proses dan telah memenuhi
persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut
diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon

D. RUANG LINGKUP

SPF ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri
Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Momor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMAJSK/II/2012 Tanggal 9
Februan 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan



K.

6. Undang-undang Momor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMASSKNI/2012 Tanggal 9 Februari

2012 tentang Standar Pelayanan

. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tentang pedoman

standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Fengadilan Negeri.Jo.Nomor 3239/DJUMSK/MHMO02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUISKIHMOZ2 3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negen.

PRODUK PELAYANAN
Nomor Reqgister Permohonan

SARANA PRASARANA
Komputer, Printer dan Jaringan

KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Felayanan Pengadilan negen Palembang Kelas 1A Khusus.

PENANGGUNG JAWARB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas |1A Khusus

KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard-Felayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

JANGKA WAKTU
15 Menit

SYARAT-SYARAT

B LB

Surat Pengantar dan Kelurahan setempat

Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Fc. Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Fc. Surat Nikah/Akta Mikah dari Orang Tua Kandung;

Fc. Akta Kelahiran;

Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah/ Rumah Sakit Jiwa



7. Surat pernyataan penyerahan dari para saudara yang diketahui oleh
Lurah/Kepala Desa

M. BIAYA ATAU TARIF

Mo Jenis Biaya Jumlah

1 Pendaftaran ~ Rp 3000000 il

2 Biaya Proses Rp 100.000,00

3 Biaya Penggandaan Rp 50.000,00

4  Biaya Sumpah Rp 50.000,00

5  BiayaPos fp 50.000,00

6 PNAP Relas Rp 10.000,00

7 Redaksi Putusan ~ Rp. 10,000,00

8 Materai Rp 10.000,00

9  Panggilan Menyesuaikan jumiah dan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN PERMOHONAN PENGAMPUAN KURANG INGATAN

Petugas FTSF mendrimi pemehon dengan 3 5
Memien hormat tangan dua didepan dan menyatalans selamad. .,

L

Petugas PTSP menanyakan keperfusn pemohon
“ady yang bith kami baniu?®

|

Fetugas FTSF memerikss permohonan dan memsediksa perayaratan
sesual parmolananys dan senttas-identZatnye,

'

Petugas FTSP menyerahban bevkas dan kelengkapan permohonan
tersebut kepads Pasiers Muds Pendata untuk dicek/diperikis
RersyiEdlen spsual permokananys dan dentitas- dentisasmya g

Feaugas Kasir mambsigtkan slip pembayams peadalarn periara
agar dibayarkan ke Benk BTN Palembang Kelag 14 Chusus

!

Bukth slip pembayaran dak bank ditunjuiien kepada petugas FTSP
Perdata dan dibugtban SEU8

Petegas FTSP membubuhlan cap pendafiarsn dan memberiian
Boamor Reglstar dan langgsl pesdaftaran perenohonan, dan 1 (satu}
Lurst permodonan Sas SKLW gelings dasrahkan kegeda Pamickan

Lalu Petugas PTEP mem@mpaikan bepada pemohon ek
IMERUNEEL PanpRikEs walang

e
Leleaal

25



9. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN WALI DAN IJIN JUAL

A. TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas,

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Megeri Palembang Kelas 1A Khusus.

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

4. Sebagal tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas |1A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Permohonan wali dan ijin jual adalah permohonan apabila para ahll waris tersebut
bermaksud untuk menjaminkan/menjual harta wansan, kemudian ada ahli waris
yang berhak tersebut masih di bawah umur atau masih belum dewasa menurnut
Undang-Undang, yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga
tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada
Pemohon/Kuasa Pemohon

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri
Palembang Kelas 1A Khusus..

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/JSKNI2012 Tanggal 9
Februan 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 15 Tahun 2014 tantang Pedoman Standar Pelayanan

5. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

6. Undang-undang Nomaor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
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7. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMA/SKIII/2012 Tanggal 9 Februari

2012 tentang Standar Pelayanan

- Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/0JU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang pedoman

standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Fengadilan Negen.Jo.Nomor 3239/DJUMSK/MHMO2.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUISK/HMOZ 3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

. PRODUK PELAYANAN

Nomaor Register Pemmohonan

. SARANA PRASARANA
Komputer, Printer dan Jaringan

. KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

PENANGGUNG JAWAE
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus

. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

. JANGKA WAKTU
15 Menit

. SYARAT-SYARAT

E e e ) A

Surat pengantar dari kelurahan setempat

Fec. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Fc. Karu Keluarga (KK) Pemohon;

Fe. Surat Nikah/Akta Kawin Pemohon ;

Fc. Akta Kelahiran (yang dimintakan Penetapan)

Fe. Akta kematian orangtua { suamifistri meninggal dunia);
Fc. Sertifikat.
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M. BIAYA ATAU TARIF

No lenis Biaya Jumlah

1 Pendaftaran R 3000000 ¢ ST TSN

2 Biava Proses Rp 100.000,00

3 Blaya Penggandaan Rp 50.000,00 i s 2R

4 Biaya Sumpah Rp 50.000,00

5 BiayaPos LA S

& PHEP Fl.p 100000, 00

7 RedaksiPutusan: ~ Rp 10.000,00 2hesd T -

8 Materai Hp 10.000,00

9 Panggilan Menyesuaikan dengan radius panggilan (terdampir]

N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN PERMOHONAN WALI DAN 1IN 1UAL

PeRlugass FTS menerma pemohan dengan 3 5
Membend hormsl tengen dua didopan dan imseyatakan selamat....

'

Faqugas PTSP menanyakan keporiuan paimsahon
“dly yang biss kami bantu

!

Petugas PTSF mamarikes permohonan dan memeriksa persmaratan
vesual permehananya dan identitis-identisasnia,

.

Petugas FTSP menyerahkan berkis dan kelengkapan permohanan
tersebul kepady Pamster Muds Perdats untuk dicek/diperiisa
FRTSYaELEn Sesual Permotananys dan wenliss-aenlisaing l‘

'

Fetugas Kasir mamualkan slip pembayaran pendaftaraa pakars
agar doxyarkan ke Bank BTN PalembBang Kefas 18 Khusus

w

Bukis sip pembagaan dan bank ditunpukkan sepada petugas PTSP
Perdata dan dibuatkan SEU8

r

Fetugas PT5F membububkian cap pendafiaran dan memberian
Hamsar Riegister dan tanggal pendaftaran permobsanan, dan 1 |satu)
sural pedenahoris dsn SEUM aslings dkeakian kepsda Pemokan

l

Lalu Fetugas PTSF menyampaikan knpada pemsahon ik
Enenurgge panggilen sidang

Sebrzal
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10. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A.r

B.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencar keadilan dan
masyarakat.

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

3. Sebagal pedoman bagi masyarakalt dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negenr Palembang Kelas 1A Khusus.

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

DEFINISI

Permohonan pembatalan perkawinan adalah apabila pemikahan telah berlangsung
kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum atau peraturan perundang-
undangan tentang perkawinan, Pengadilan dapat membatalkan pernikahan tersebut
atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, yang melalui proses dan telah
memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register
tersebut diberikan kepada Pemohon/Muasa Pemohon

RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri
Palembang Kelas |A Khusus.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor O026/KMASSEAIZ2012 Tanggal 9
Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
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7. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMAJSK/I/2012 Tanggal 8 Februari
2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2018 tentang Perubahan
Surat Keputusan Dirjen Badilum MNomeor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tentang

pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengaditan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN
Nomor Register Permohonan

G. SARANA PRASARANA
Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negen Palembang Keilas 1A Khusus.

. PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesual dengan prosedur yang
telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU
15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

Surat Pengantar dari Kelurahan setempat
Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Fc. Kartu Keluarga (KK);

Fc. Surat Nikah/Akta Nikah;

Fc. Akta Kelahiran;

o oB W A =




M. BIAYA ATAU TARIF

No  Jenis Biaya Jumlah

1 Pendaftaran o R [ . '

2  Biaya Proses Rp

3 Biaya Penggandaan  Rp 5000000 K= :

4  Biaya Sumpah Rp 50.000,00

5  Biaya Pos ~ Rp 50.000,00 5

&  PNBP Relas Rp  10.000,00

7 RedaksiPutusan | Rp 1000000 > e
B  Materai Rp  10.000,00 _

9 Panggilan Menyesuaikan jumiah dan dengan radius panggilan {terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Felugas FTSP menerima pemohon dengan 1 5
Mesnbiar| harmat tangan dua didepan dien menyatakan selamat..

Perlugas PTSF menanyakan keperluan pemohon
“ad i yang biza karvs bamu

|

Peligas PTSP memernksa pprmohanan dan memenksa parryamiaa
uriai permohonanya dan identitas-idenbitasnya,

Pelugas FTSP méwperahkim berkas dan kekwgkapan permahonan

terichut kepada Paniers Mads Perdata untuk diceky/dlperiks
pervyratan sesuai permahionanys dan identitas identisasya lag

v

Pebagss Kasir mamibuatian slip pembayvaran pendafaran perkars
agar dibayarksn ke Bank BTH Falanbang Kelas 1A Khusaes

Bukti sl pembayaran dar ek @turgakkan iepads petugas PTSP
Perdats dan dibwsthan SOUK

Fetugas PTS membubuhian cap pendaftaran dan memberikan
Homor Regoter dan tanggal pendaftaran permohonan, dan 1 [satu)
surat pienmohessn dan SEUM ashngs disaakian kepbda Pemahaon

l

Laly Petugas PTSP menyampaikas kepads pemohon enbek
menurggu panggilan sidang

l

Selesai

an



11. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERBAIKAN KESALAHAN AKTA
KELAHIRAN

A. TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

4. Sebagal tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Permohonan memperbaiki kesalahan dalam akta kelahiran adalah permmohonan
untuk memperbaiki kesalahan ataupun kekeliruan pada akta kelahiran milik
pemohon sendiri ataupun anak pemohon, seperti kesalahan pada nama, tempat
tanggal lahir, jenis kelamin dan lainnya, yang melalui proses dan telah memenuhi
persyaratan sehingga ftercatat dalam register sampai bukti register tersebut
diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon.

D. RUANG LINGKUP

SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeni
Falembang Kelas |A Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 028/KMA/SKAI2012 Tanggal 9
Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
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6. Undang-undang Nomar 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

7. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMA/SKNI/2012 Tanggal 9 Februari
2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirjen Badilum MNomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Dirjen Badilum MNomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri,

F. PRODUK PELAYANAN
Momor Register Permohonan

G. SARANA PRASARANA
Komputer Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

|. PENANGGUNG JAWARB
Fanitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesual dengan prosedur yang
telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU
15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

Membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
Foto copy KTP Pemohon
Foto copy Kartu Keluarga Pemahan

Foto copy Akte Kelahiran yang salah
Foto copy ljazah SD s/d Pendidikan Terakhir

Foto copy Buku Nikah Orang Tua

hoen S o b =2
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M. BIAYA ATAU TARIF

Ne lenis Biaya Jumiah

1 Pendaftaran - Rp 30.000,00 o~ H It

2  Biaya Proses Rp 100.000,00

2 Biaya Penggandaan Rp 50.000,00

4 Biaya Sumpah Ap  S0.000,.00

5 BiayaPos Rp 50.000,00

6  PNBP Relas Rp 10.000,00

7 fedaksi Putusan Rp 10.000,00

a Piaterai Ep 10.000,00

9  Panggilan Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan {terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

- PENDAFTARAN PERMOHONAN PERBAIKAN KESALAHAN DALAM AKTA KELAHIRAN

Pobogas FTSP menerma pemobon dengan 35
Pembseri hormal tangan dus didensn dan menyataian selamat..,

Fetugas FTER menanyskin kiperiean pemoban
“ada yang b kami bantu?™

'

Petugas FTSR mamarikiy permohonan dan meme ks peryaraion
SESUE peremchanaiygg dan id:ril]tu-ld.enlltaﬂ'r.ul

v

Pequgas FTSP menyershkan berkas dan kelongkagan permohanan
tersebut kopada Paditers Muda Perdata unbuk d'.l:.i-l.l'ﬁpmis.i
persysalen wesual permobananys den deeitss-identisamya hil

v

Peugas Kasir mpmEuatkan slp pembayanan pend aftars pekan
dgar dibagarkan ke Bank BTN Palembang Kelas 14 £husus

|

Bukti slip pembayaran dan Bank ditunjsiksn Lepada petugas PTSP
Pardacs dan dibweatican SEUs

Fefugas FTSR membububkan cap pendattaran dan membericn
Norear Regster dan @ggal pendaftaran permehonan, dan 1 [sagu)
il g honsn dan SAUM asing diserakkan kepada Pemakan

Ladu Petugas PTSP menyampaiken kepada permohos e
menunggu paaggilen dideng




12. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN AKTA KEMATIAN

A. TUJUAN

1

2,

Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1.

Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas |1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Neger Palembang Kelas 1A Khusus dalam

penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Permohonan Akta Kematian adalah permohonan untuk mempercleh Akta Kematian

oleh karena seseorang telah meninggal dunia yang sudah lama ataupun meninggal

dunia tidak ditemukan jenazahnya, yang melalui proses dan telah memenuhi

persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut
diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon

D. RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Neger

Palembang Kealas 1A Khusus.

E. DASAR HUKUM

1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman
3.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMASSK/NIF2012 Tanggal 9

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Momeor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomaor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
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7. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMASSENI/2012 Tanggal & Februari
2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Difjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 3239/DJU/SK/HMO2.3/11/2019 tentang Perubahan
Sural Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SKMHMOZ2.3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

PRODUK PELAYANAN
Nomor Register Permohonan

. SARANA PRASARANA

Komputer,Printer dan Jaringan

. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negen Palembang Kelas 1A Khusus

KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

JANGKA WAKTU
15 Menit

. SYARAT-SYARAT

1. Surat Pengantar dan Kelurahan setempat
Fe. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
Fe. Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Fo. Surat Nikah/Akta Nikah Pemohon;

Fc. Sural kematian dan kelurahan setempat;

o oaw




M. BIAYA ATAU TARIF

Mo Jenis Biaya Jumlah

1 Pendaftaran el JCE T TRV AR s S

2 Blaya Proses Rp 100.000,00

3 BiayaPenggandaan Rp 5000000 .

4  Biaya Sumpah Rp 50.000,00

5  BiayaPos - Rp 50.000,00 Tt o |

B  PNBP Relas Rp 10.000,00

7 RedaksiPutusan, Rp. 10.000,00 Yy

8  Materai iy LB = . .
9 Panggilan ‘Menyesuaikan jumiah dan dengan radius panggilan {terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN PERMOHONAN AKTA KEMATIAN

Peldgs PTSF menenmia pemoban dengan 15
flemberi hormat @agas dus didepan dan menyatakan selamat....

9

Fefugas PTSP menanyakan keparkien pemahon
“a:da yang bisa kaml bantu?®

!

Fefugas FTSF memaiiksa permohoasn dan memenikss pervgaratan
sesual permobonanya dan e s aanlilainys,

.

Pevagas FTSP mevyerahken berkas dan kelengiapan permohanan
fersebut bepada Paniiors buds Perdata untuk dicek/diperii=
pervyaralan sesams parmmshandeys dan identilas-idenbsienya lagl

:

Petugas Kasir mspenbyalican sip pembayvasan pendaftaran perkam
agar dibayarkan ke Bk BTH Palsembang

] Bukti slip pemBayaras den bank ditunjukkan kepada pelugas FTSR
Perdata dan dibuatian SELIR

F
\ Potugas PTSF mernbasbuhkas cap pendafiaran dan memberisan

Nomor Fegistor dan anggal pendalaren permohanan, dan 1 |satu}
surat permiohoman dan SN aslinya diverahiian bepada Pemokan

L 3

| Lalu Perugas PTSP monyampaikan bepads pemohon untuk

mensnggs parggilan sidang

Ir




13. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN GUGATAN PERCERAIAN

A. TUJUAN

1.

Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencarl keadilan dan
masyarakat,

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1.

Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas |1A Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas |1A Khusus.
4, Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Neger Palembang Kelas IA Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.
C. DEFINISI

Pendaftaran Gugatan Perceraian adalah pendaftaran yang melalui proses dan telah
memenuhi persyaratan sehingga lercatal dalam register dan hingga bukhi register

tersebut diberikan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat, yang melalui proses dan

telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukli register
tersebut diberikan kepada Pemohon/Kuasa Pemohon.

D. RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri

Palembang Kelas |A Khusus.

E. DASAR HUKUM
1.

Undang-undang Nomaor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Momor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SKANI2012 Tanggal 9

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan -
Paraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Palayanan

. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomeor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
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7. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMA/SKNI/2012 Tanggal 9 Februari
2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO02, 3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUISK/HMO2.3/2/2018 tentang

pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Neger.

F. PRODUK PELAYANAN
Nomor Perkara Gugatan
G. SARANA PRASARANA
Komputer Printer dan Jaringan
H. KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.
I. PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus
J. KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan
K. JANGKA WAKTU
15 Menit
L. SYARAT-SYARAT
1. Surat /Salinan Gugatan minimal rangkap 7 (tujuh) dan CD Gugatan
2. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta
identitasnya kuasa.
M. BIAYA ATAU TARIF
Mo Jenis Biaya Jumlah
1 Pendaftaran Rp  30.000,00
2  Biaya Proses Rp 100.000,00
3 Biaya Penggandaan Rp 50.000,00
4  Biaya Sumpah Rp 50.000,00
5  Biaya Pos FRp 50.000,00
6  PNBP Relas Rp  10.000,00
7 Redaksi Putusan Rp  10.000,00
B Materal Rp  10.000,00
9  Panggilan Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)
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N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN GUGATAN PERCERAIAN

Petugas PTSF menerina Pemggugat/busanya dengan 35
Bmmbieri homrmat tengan dua didepan dan mewyatsian selamat.....

'

Perbagis PTSP merssyakan keperfuan Penggugat/uazanya
“ada yang bisa kami bastu ¥

.

Petugas PTSF memeriisa permahonan dan mesnenica persydoatas
sesual Gugaanmyga dan lenlias-iden bl asnys,

.

Patugas PTSF maapevahban binkog dan belengkapan Gugalan
tersebul kegada Paniera Muds Perdata untuk doe k' dipenisa
pErsyaraan sesual Fugatannya dan identitas- idenlEadeya gl

.

Fetugas Kasir membustksn sip pembayaran pendaftaran periar
agar débhararkan ke Bsnk 8TH Palembang

:

Budki 4 pesmbayaaan dar bank Stunjkkan kepada patugas PTSP
Paniala dam Shuatkan UM

r

Pegugas PTS membubuhkes cap pendafiaran dan membeikan

Memor Regisier dan tasggal pendafharan Gugatan, dan 1 (saiu) surat
Gugatan dan SEUM asleya diserahkan kepada Pengpugst/euasanys

Ll Pitugas. FTSP menyampaikan kepada Pengugal)Kuasanya sk
FHURERL pangEian sidang

l

aelesal
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14. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA

A. TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat,

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dan komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas |1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Megeri Palembang Kelas 1A Khusus.

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Pendaftaran Gugatan Sederhana adalah pendaftaran yang melalui proses dan
telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register dan hingga bukti
register tersebut diberikan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat.

D. RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri
Falembang Kelas |A Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl NMomor 026/KMA/SKAI2012 Tanggal 9
Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Momor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nemaor 2 Tahun 1988 tentang Peradilan Umum.

7. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMA/SKNI/2012 Tanggal 9 Februari
2012 tentang Standar Pelayanan




8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUISK/MHMO2. 3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Fengadilan Negeri.Jo Nomor 3239/DJU/SK/HMO2.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUISK/HMOZ 3/2/2018 tentang

pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN
Nomor Register Perkara Gugatan Sederhana

G. SARANA PRASARANA
Komputer Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negeri Palembang Kelas |1A Khusus.

l. PENANGGUNG JAWAB
Fanitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU
15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat /Salinan Gugatan minimal rangkap 7 (tujuh) dan CD Gugatan

2. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta
identitasnya kuasa.

3. Fotocopy Bukt yang akan diajukan di Pengadilan Negeri dengan disertai
stempel bukti dar kantor POS

M. BIAYA ATAU TARIF

Mo Jenis Biaya Tumlah

1 Pendaftaran ‘Bp 30.000,00°

2 Biaya Proses Rp 100.000,00

3  Biaya Penggandaan Rp 50.000,00

4  Biaya Sumpah Rp 50.000,00

5  Biaya Pos Rp 50.000,00

&  PNBP Relas Rp  10.000,00

7 Redaksi Putusan Rp 10.000,00 7

&  Materai Rp  10.000,00

9  Panggilan Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)
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N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA

Fefugas FTIF menerima Penpegat/ouasena dengan 35
Memben hormat tangan dua didepan dan ntdyatshan selamat....

)

Pelagis FTSP measvyaken keperluan Pengrugat/uasanys
“mia vang bisa kami basie ™

!

Petugas FTSF memeriksa permahonan dan mssnorksn parsyamias
iUl Gugatanvya dan sdenbias-eaitasnya,

.

Patugas PTSF menyssahkan borkas dan kesaghapan Gugatas
iersebud kepada Panfera Musda Perdada untuk dicebydiperisa
persyaraian sessl gugataneya dan identitas-dentrasrya lagh

.

Fefugas Kasir membaaiken shp pembayann pandaftaran perkan
agar ditsyarkan ke Bank BTN Palsmbang

:

Baski ihig pembayian dad bank Susjpubian begadis pstliagag PTSP
Perdata dam dibuatkan SELIM

!

Patugat PTS membubihien cap pendaftaran dan membenkan
Momor Register dan tanpgd pendaftaran Gugalan, dan 1 () sur@
Gugatan dan SEUM asiya diserahban kepada Penggugst/uasanys

l

Lshu Petugas PTSP menyampaikens wepada Peagugal/Kuasanya usish
MENUMLEY PangRian sidang




15. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN GUGATAN

A. TUJUAN

1.

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1.

Sebagai bagian dar komitmen Pengadilan Negen Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas A Khusus.

Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai  kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus dalam
penyalenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Pendaftaran Gugatan adalah pendaftaran yang melalui proses dan telah memenuhi

persyaratan sehingga tercatat dalam register dan hingga bukti register tersebut

diberikan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat.

D. RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negern

Palembang Kelas |A Khusus.

E. DASAR HUKUM

1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3.
4, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMA/SK/I2012 Tanggal 9

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Februar 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SKNI2012 Tanggal 9 Februan

2012 tentang Standar Pelayanan




8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor T7DJUISK/IHMOZ,.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 3239/DJU/SK/HMO2.3/11/2018 tentang Perubahan
Surat Keputusan Dijen Badilum Nomor 77/DJUISK/HMOZ /212018 tentang

pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN
1. Pembenan informasi kepada pengguna layanan pengadilan di Meja Informasi
2. Menyampaikan syarat-syarat (bukti-bukti) yang harus dipenuhi oleh Pemohon
3. Pemberian kwitansi pembayaran biaya permohonan
G. SARANA PRASARANA
Komputer,Printer dan Jaringan
H. KOMPETENS| PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.
l. PENANGGUNG JAWAB
Fanitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
J. KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan
K. JANGKA WAKTU
15 Menit
L. SYARAT-SYARAT
1. Surat /Salinan Gugatan minimal rangkap 7 (tujuh) dan CD Gugatan
2. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAF Sumpah Advokal serta
ientitasnya kuasa.
M. BIAYA ATAU TARIF
No lenis Biaya Jumilah
1 Pendaftaran Rp  30.000,00
2 Biaya Proses Rp 100.000,00
3 Blaya Penggandaan Rp 50.000,00
4 Blaya Sumpah Rp  50.000,00
5  Biaya Pos Rp  50.000,00
6  PNBPRelas Rp  10.000,00
7 Redaksi Putusan Rp 10.000,00
B Materal Rp 10.000,00
g  Panggilan Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)
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N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN GUGATAN

Pelugas FTSP menenma Penggugal/kuasanys dengen 1 5
Membei hormat ngan dul didepad dan monyalakan welamst.,,

Petugos FTS menanyakan keperus Poggugal ey
“ada yang bisa kami bantu?

Priagas FTSF mamediksa panmohsnsn dan mamssnikis persyarsian
et Gugatannya dam idenditas identitasn,

.

Pelugas FTSP menyerahban bevkas dan belengkigen Gugatan
teriebul kepada Panitera Muda Perdats wibel diced/digerikss
perEyafaCan setual gugatznnyg das identitad- idonticacnya lagi

’

Petugas iz memibuatkan shp pembayare pendaltaran perkara
wgar dibayarkan ke Bank BTH Palembang

Dubkli slip prmbgyaies dai bank dibenjubban kepada potugad FTSF
Perdata dan dituathan SELK

Petugas FISE membubskban cap pesdilie an dan memberikan
Momos Register dan tanppad peedpiaan Gugaras, dan 1 {tatu) awat
Gugalan din SEUM aslinys dserahkan kepads Perggugat/sasam

l

Lalu Petugss PTSF memparmpsian kegpids Penpugalusianya untuk




16. STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA

A, TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakal kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Megeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Megeri Palembang Kelas 1A Khusus.

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Neger Palembang Kelas 1A Khusus dalam

penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Pelayanan persidangan adalah penerimaan pihak- yang berperkara dalam
pelaksanaan persidangan tepat waktu dan apabila tidak tepat waktu harus dilakukan
pengumuman/pemberitahuan keterlambatan serta alasannya.

D. RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri
Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik

2, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

4, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor O02Z6/KMA/SKNI2012 Tanggal
9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ri
MNomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Momor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,

7. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMAJSENI/2012 Tanggal 9 Februari
2012 tentang Standar Pelayanan
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B. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUWSK/HMO02.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 3238/0JU/SK/MHM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMOZ 3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

. PRODUK PELAYANAN
Informasi Jadwal Sidang

. SARANA PRASARANA
Komputer, Printer dan Jaringan

. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

. JANGKA WAKTU
15 Menit

. SYARAT-SYARAT

1.Ktp
2.Relaas Panggilan
3.Laporan secara lisan kesiapan sidang

. BIAYA ATAU TARIF
NIHIL



N. ALUR PELAYANAN

PERSIDANGAN PERKARA PERDATA

Penerimaan Berkas yang
diserahkan langsung oleh Pemohon
J Kuasanya

!

W

Femohon [ Kuasa
dirninta untuk
melengkapd Berkasnya

Verifikasi Berkas

{

Berkas
Lengkap

Penentuan Biaya
perkara

W

Registrasi Data Perkara
Permohonan

i

Perimpan Penstapan
Penunjukkan Hubwum

v

Penetapan Hakim oleh
KPM
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Penunjukan Panitera
Penggantl oleh Panitera

v

Berkas Perkara disampaikan
kepada Hakkm yang telah
diventukan

l

Jurusita [ Jurusita Pengganti
melakukan Pemanggilan kepada
Pemohan/Kuasanya

{

Registrasi di Update, persiapan
Penetapan dan Penctapan
Tangga Sidang

ki

=3
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17. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN BANDING PERDATA

A. TUJUAN

1

3

Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1.

Sebagai bagian dan komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baerkualitas.

Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

Sebagai lolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Pengajuan Banding adalah salah satu upaya hukum yang dapat diminta cleh salah

salu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan

Megeri yang melalui proes dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam

register hingga bukti register tersebut diberkan kepada Pembanding/Kuasanya
dalam bentuk Akta Permnyataan Banding.

D. RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri

Palembang Kelas 1A Khusus,

E. DASAR HUKUM

1

Undang-undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMAJSKINIZ2012 Tanggal 9

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
MNomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomaor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
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7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/I/2012 Tanggal 9 Februari
2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUISK/HMO02 3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 3239/DJUW/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Diren Badilum MNomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang

pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

PRODUK PELAYANAN
Akta Pernyataan Banding

. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negeri Palembang Kelas |1A Khusus.

PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus

. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

JANGKA WAKTU
15 Menit

. SYARAT-SYARAT

1. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta

identitasnya kuasa.
2. Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri jika ada.
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M. BIAYA ATAU TARIF

Mo Jenis Biaya Jumlah

1 Pendaftaran - Rp 50.000,00 i
2 Biaya Banding Rp 150,000,00

3 Biaya Proses. Rp 100.000,00

4 PNBP Akta

5 Panggilan

N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN PERMOHOMNAN BANDING GUGATAN

Pebugas FTSF minanma Pemohan/kaasanya dengan 35
KMemberi harmat tangan dua didegas den menystaksn selamat

Patugas PTSR menanyakan keperfuan Pemohon/kuasanya
“ada yaeg g kKami baniu®

!

Fetugas PTE memerikss permohoman dan memeriksa persyaratan
Letial permohaian Bandingriya den slenbay-Menidainya,

.

Papagas FTSP mewpdrahkis berkps dan kelergkapan PErmofionan
Baradeng tiisebul bigics Panitars Muda Perdata uniuk
ek deperikea PErsyaratas sesual permehansnnya din kdetitas-
identiasnya lagi

.

Putugas Kask msmbuaitkan sip pembayaran pendaftaran perkar
Bangdieg agar dibayarkan ke Bank 8TH Palembang Kelas 19 Khasus

Bukti glip pemBgyaran dan Birk ditunjukkan kepada petugas PTSP
Pardatas dan dibuatkesn KM

Fefugas PFTS membububiin cip pemdaftaran dan memberikan
Heemor Regiter dan tanggal pendaftaran Permohonan Banding, dan
1 sanu| surat Akt pamyataan Basding dan SEUM aiinga disarabdan

bendala P hanidna dhissanea

l

Lals Pedugas FTSP manyampalksn bepads PembandingMessanya
lhahwa atas permyatazn banding pembanding memgunyai kak untuk
membuat memari banding atse menunggu pembcriahuan Ineage.




18. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN MEMORI BANDING PERDATA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat,

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dan komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negen Palembang Kelas 1A Khusus.

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Fengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Neger Palembang Kelas |A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Penyerahan Memori Banding di Kepaniteraan Perdata Pengadilan MNegen
Palembang Kelas |A Khusus adalah bagian dari proses upaya hukum banding yaitu
menyerahkan memori banding paling lambat 14 hari setelah pemyataan
permohonan banding, bukti register  tersebut  diberikan kepada
Pembanding/Kuasanya dalam bentuk Akta Penyerahan Memori Banding.

D. RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan MNegen
Palembang Kelas |A Khusus

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nemor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

4, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/2012 Tanggal
9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nemor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.




7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SKANI/2012 Tanggal 9 Februari
2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 3238/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Dirjen Badilum MNomor 77/DJU/SK/MHMO2.3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN
Akte Penyerahan Memori Banding

G. SARANA PRASARANA
Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negeri Palembang Kelas |A Khusus.,

. PENANGGUNG JAWAE
Panitera Pengadilan Negern Palembang Kelas |A Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang

telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU
15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Akta Permohonan Banding.
2. Softcopy (CD).

M. BIAYA ATAU TARIF
MNihil
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N. ALUR PELAYANAN

PENGAIUAN MEMORI BANDING

Petugas PTSP menerima Pemohon/lus@eya dengan 35
Felnmibstat i hiemal Langan dul dedepan dan menyataksn sebmat.

Poluigis PTSP iedainyakan kepeduan Pomabonhuaiangs
“ada yang Disa kami banfu ™

.

Pebugas PTEP memerdsa permobonan dan memenksa persyaratan
s permahondn Lindingnya dan idéntilas-identitaseya,

l

Petugas FTSP menyerzhian berkas dan kelenglapan pengapan
memodi Banding berssbut kepada Panibera Muda Perdats unti
dicekfdiperisa periyaralen wrsual pengajien
st iy adassalicapy (C0)

|

Petugas PTSP membsbuhkan tap pendafarsn yang telak dtanda
tangani aleh Paniers dan langgal pengajuan Memori Banding, dan 1
(satu] surad Abte Penyeranan Memon banding den diserahkan
kepada Pembamsding T i beryd

W

Lalu Pebugss PTEP memyampakan kepads Pembanding uaianya
Hudreva alad g ivpa Laan Basding pembandmg mempusral hab uniuk
menunggu penyerakan kortra memaorn banding dan pembertahuan

Inzage.

Sekecal




19. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN KONTRA MEMORI BANDING PERDATA
A. TUJUAN

1.

2,

Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1.

Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negen Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas LA Khusus.

Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Pengajuan Kontra Memori Banding di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negen

Palembang Kelas 1A Khusus adalah bagian dari proses upaya hukum banding yaitu
menyerahkan kontra memori banding paling lambat 14 han setelah pembentahuan
memori banding, bukti penyerahan kontra memor banding tersebut dibernkan
kepada Terbanding/Muasanya dalam bentuk Akta Penyerahan Kontra Memori

Banding.

D. RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negen
Palembang Kelas |A Khusus.

E. DASAR HUKUM

1.

Undang-undang Momor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman
3
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor O26/KMASSKAI2012 Tanggal

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

. Undang-undang Momor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomar 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
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7. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMA/SKAI/2012 Tanggal 9 Februari
2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/0JU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 3238/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Dirfen Badilum MNomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYAMNAN
Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding

G. SARANA PRASARANA
Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negen Palembang Kelas 1A Khusus,

|. PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas |1A Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU
15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Relaas Penyerahan Memori Banding.
2. Kontra Memori Banding
3. Softcopy (CD).

M. BIAYA ATAU TARIF
Mihil
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N. ALUR PELAYANAN

PENGAJUAN KONTRA MEMOR|I BANDING

Fefugas PTE menerima Pemobon/kuasanya dengan 35
Plismivir: Kot Magas Sus dulepin dan menyatikan selamat .

¢

PetUgEs PTSP mesanyakan kepedluan Pemohoniua g
“sda yang biza kams bantu'¥

L 3

Patugas FTSF memeniss permobanan dan memeisa persyarian
sasual permokonanBandegnya danssatites- idantitasiya,

l

Pedugas PTSE menyerihkanbedksdankelengkapan pengajuan
Eankra
e BapdngiorobikenadaPanitesra b udaFar datauntukdicok)d
Iperiica perwyaratan sesual pengajuan konta

l

Petugas FT3F membsbuhkan cap pendafaren yang telab ditanda
tangani oleh Panitera dan tenggal pengajuan Epedra bemon
Danding, dan 1 [Siu) watdkeePenyerahan Kontra Memson bandeg
dandnerahkankepadaTermanding iy

l

Lalu Petugas PTSF
menyampaiiankepada Terband ing! Ku sanyabshwiataspenyed ahen
kanbri mamori
bandingmempunyaihakenteunenunggupsmberiahuaninzage.




20. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN KASASI PERDATA

A. TUJUAN

1.

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1.

Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negen Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

Sebagal pedoman bagl masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negen Palembang Kelas |1A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Pengajuan Kasasi Perdata adalah bagian dar upaya hukum yang diajukan oleh

salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melalui proses dan telah memenuhi

persyaratan sehingga tercatat dalam register hingga bukti register tersebut diberikan

kepada Pemohon Kasasi/Kuasanya dalam bentuk Akta Permnyataan Kasasi.

D. RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negern
Palembang Kelas 1A Khusus

E. DASAR HUKUM

1.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMA/SKNI2012 Tanggal 9

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Februar 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Undang-undang Momaor 49 Tahun 2009 lentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1886 tentang Peradilan Umum.
Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMAJ/SKAII2012 Tanggal 9 Februar
2012 tentang Standar Pelayanan
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B. Keputusan Dirfjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/IHMO2.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Fengadilan Negeri.Jo.Nomor 3239/DJU/SK/HMO2.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Dirjen Badilum MNomor 77/DJU/SK/MHMOZ 3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadifan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN
Akta Pernyataan Kasasi

G. SARANA PRASARANA
Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI| PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

. PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU
15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta
identitasnya kuasa.
2. Relaas Pemberitahuan Putusan Banding.

M. BIAYA ATAU TARIF

No Jenis Biaya Jumiah

1 Pendaftaran Rp 50.000,00

2 Biaya Kasasi Rp 500.000,00

3 PNBP Akta ‘Rp  10.000,00

4 Biaya Proses Rp 100.000,00

5 Panggilan Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan
{terampir)
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N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN PERMOHONAN KASASI GUGATAN

Pefugay PTE menerima Pemchonfkuasanys dengan 3 5
Blredien hodrngl Laegan dus dulepsn dan menyalakan selsmal_..

,

Petugas PTIF menanyakan keperduan Pemohon bsasaeya
“nda yang bisa kami bastu ™

4

Patugas FTE memeriksa permahonan dan mesnenisa persyaoatas
sesud peErmohanin Kasasewd dan identits-identitisoga,

!

Petugas PTEP menyerahkan berkas dan keleagkapan Permobanan
Kasasi iersebut kepada Fanders Mudy Perdata unbuk
dicekydiperiisa periyaratan sesuai permobonannya dun senlites-
identisasnys bgi

.

Perlugas Easir memduatian slip pembayaran pendaftsran perkara
Katatl agar diayarkan ke Bank BTN Sekobujo

Hulcti slip pembayaras dan bank ditunjukkan kepads petugss FTSP
Perdata dan dibwatan SKU

Pelugas FTSP mambububian cap pesdaftaran dan memberikan
Momar Regeter dan langgal pendaltarsn Permohonen Kaksl, dan L
{saius) surai Akie pernyataan Kasasidan SELIM adings dieralian
Ernads Pemakam Kaiashfiuiasaden

l

Lalu Petugas PTSF mesyampakan kepads Pemohan
Easasd Murseryn bahwa J0ES pernyalaan Katetingg Pemohon
mempunyal Bewajiban membual Memorh Kasasi pakag lamisag 14
jampar balzs) harl setelah pernyataan ks, bila tidak membust
dalam jangicy wakiu yang telss diteniukan berkas dal aken dlirim
ke Mahkamah Agung Ri.

Seleial
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21. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN MEMORI KASASI PERDATA

A. TUJUAN

1.

2,

Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1.

Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

sebagal informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagal pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

Sebagai pedoman bagl masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Megeri Palembang Kelas |1A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Pendaftaran Memori Kasasi Perdata adalah Bagian dari proses upaya hukum kasasi

yaitu menyerahkan memori kasasi paling lambat 14 har setelah pernyataan

permohonan kasasi, bukti penyerahan memeori kasasi tersebut diberikan kepada

Pemohon Kasasi/Kuasanya dalam bentuk Akta Penerimaan Memori Kasasi

D. RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri

Palembang Kelas |A Khusus

E. DASAR HUKUM

1.
2. Undang-undang Momaor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor O026/KMAJSKIINZ012 Tanggal

Undang-undang Nomaor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

8 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomar 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomeor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMASSK/NI/2012 Tanggal 9 Februan
2012 tentang Standar Pelayanan
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8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUSK/HM02,3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Fengadilan Negeri.Jo.Nomor 3238/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Difen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMOZ. 3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSF) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

PRODUK PELAYANAN
Akta Penerimaa Memon Kasasi

. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

KOMPETENS| PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengaditaN Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas A Khusus

KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

JANGKA WAKTU
15 Menit

SYARAT-SYARAT

1. Akta Permohonan Kasasi
2. Memori Kasasi
3. Softcopy (CD)

M. BIAYA ATAU TARIF

NIHIL




N. ALUR PELAYANAN

PENGAJUAN MEMORI KASASI GUGATAN

Porbugas PTEP madidiima Pemohoshzisanys dengan 15
hemberi harmart mngan dua dide pai Gin maiyalakis seamal,

.

Peiugas PTSP menanyakan keperuan Pemoton /Muasamna
“ada yang bna kami bantu ™

Petugad PTSP ikia poimal iy Fibid Py araaN
s permohonan Kasasinga dan dentitas idestitasnya,

v

Pitiagad FTSP menyecahban Berkii dan kelenghkapan famad
Kasasiteriabal kepads PRniteda Muda Perdata unduk
i et b G [ Py ST Sl pengajuan memod) kasasinga
dan softeopy [COL

'

Peitugas FT5% membssbuhksn cap pendaftarsn vang telah
ditandatangani oleh Panitera dan tanggal pendaftaran Memeri
Katani, dsn 1 (i) sudal Ale pengajuan Mamosi Kasasl dissrahkan
kepads Peenohon Kxasluasams

l

Labu Pelugas PTSP manyamgaskan kepada Pemohons
Kagas/Kuasanys bafe atas peagerahan Memod Kasasing
Pesmohon mempainyas hak untukmenunggy konbra Biemor Kasasi
darh Termodon KasashfKuasanys paling lambak 14 jempst belag) hari
satadah paagarahsn memoni Lakad

Selesal
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22. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN KONTRA MEMORI KASASI PERDATA

A. TUJUAN

2,

Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat
Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negen Palembang Kelas |1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Sebagail informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Neger Palembang Kelas |A Khusus.

Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negen Palembang Kelas IA Khusus.

Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Neger Palembang Kelas |1A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Pendaftaran Kontra Memori Kasasi Perdata adalah bagian darn proses hukum yaitu

menyerahkan kontra memon kasasi paling lambat 14 han setelah pemberntahuan

memon kasasi, bukti penyerahan kontra memori kasasi tersebut diberikan kepada

Termohon Kasasi/Kuasanya dalam bentuk Akta Penerimaan Kontra Memorn Kasasi.

D. RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri

Palembang Kelas |A Khusus

E. DASAR HUKUM

1.
2. Undang-undang Momor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman

3.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor O26/KMAJSKSIZ012 Tanggal

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
8 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/IZ2012 Tanggal 8 Februari

2012 tentang Standar Pelayanan



8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/0JU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 32358/DJUISK/HMOZ.3/11/2019 tentang Perubahan
Sural Keputusan Dirjen Badilum Nomer 77/DJUW/SK/MHMOZ2 3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN
Akta Penerimaa Kontra Memori Kasasi

G. SARANA PRASARANA
Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

. PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU
15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Relaas Penyerahan Memori Kasasi
2. Kontra Memor Kasasi
3. Softcopy (CD)

M. BIAYA ATAU TARIF
MIHIL
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N. ALUR PELAYANAN

PENGAIUAN KONTRA MEMORI KASASI GUGATAN

Petugas FTSP mainnma Peiaphonfbuaianya dangen 3 5
kAgeribari Banmarl migan dia didepan das menalskas elamal,,,,

Petugas PTSE menanyakan keperiuan Pemoban/Kuasany
“afa pang bea kismi bantu?™

!

Pelugas FTSP memsdilsa penmahonan dan memstiksa pereyaratan
seuad permsohonam Kasasinys dan identkas-mesligasnys,

.

Petugas FTSP meemyer hkin berkas dan kelengkapan koalia
mermon Kasasl leviebasl kepads Panilera Muda Perdata untuk
ik el PeborEya TuIn . ©o4kild Paagajiian koL aemodl

kasavimya dan scftoopy (O,

'

Fetugas FTSF membabuhkan tap pendafiaran yang el
ditandaiasgani oleh Panitera dan tanggal pendaftaan Konlra
Mimaar Kasasl, dan 1 {satu) suzat Akbe pemyerahan Eooira Memor
Kasasi diserabian kepads Termohan K Ryaianya

l

Lalu Pelugas PTEF mewyamgadkan kipada Termonon
Kasas Eustasya bahwa atas penyerafan Eonba Memsan Easasinga




23. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENYERAHAN
MEMORI PENINJAUAN KEMBALI PERDATA

A. TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Sebagal informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus,

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilal kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas A Khusus,

4. Sebagal tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pengajuan Permohonan dan Penyerahan Memor Peninjauan Kembali Perdata
adalah permoheonan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada
Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat
pertama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) han yang mana
permohonan Peninjauan Kembali tersebut disertal penyerahan memori Peninjauan
Kembali, melalui proses dan telah memenuhi persyaratan dalam Register atau
Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan bukti Akta Permohonan Peninjauan
Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali diberikan kepada Pemohon
Peninjauan Kembali.

D. RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri
Palembang Kelas IA Khusus

E. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMA/SK/L2012 Tanggal 9
Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan




4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi R|
MNomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

5. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomer 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

6. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMAJSKAI2012 Tanggal 9 Februar
2012 tentang Standar Pelayanan

7. Keputusan Dirjen Badilum Nomaor 77/DJUISKIHMO2.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 3239%/DJU/SKMHM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Difen Badilum Nomor 77/DJU/SK/MHMOZ. 3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Megeri.

B. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

PRODUK PELAYANAN
Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjaua Kembali

SARANA PRASARANA
Komputer, Printer dan Jaringan

. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negeri Palembang Kelas |1A Khusus.

PENANGGUNG JAWAB
Fanitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas LA Khusus

KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
leiah ditetapkan

JANGKA WAKTU
15 Menit

. SYARAT-SYARAT

1. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta
identitasnya kuasa.
2. Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi.
3. Bukti Novum (apabila terdapat bukti baru dapat perkara tersabut)
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4. Memori Peninjauan Kembali
5. Softcopy (CD)

M. BIAYA ATAU TARIF

Mo Jenis Biaya

1 Pendaftaran * Seiireti

i

3 AL

4  Biaya Proses

5 Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN PERMOHONAN DAN PENYERAHAN MEMOR| PENINJAUAN KEMBALI GUGATAN

Pulupas FTS meneiima Pemshoan/kuasanya desgan 3 5
Mpmbsi orma) taagas Suap Sdepan dan menyalsean selamat....

Petugas FTSP menanyakan keparuan Pamoton/kuasanya
"ada yeng bea ki bantu ™

!

Petugas PTER memerikss permohoman dan memaeriksa persyaratan sesual permahonan
Peninjauan Eembaleyga dan identitas-identiasnya,

Pulugai PTSP meryerahkin bedas dan kelenghapan Permahoman Peninjuean Kembali
tersebul bepads Pangers Wsda Perdita unkuk dicek)diperiicsa persyaratan sedual
permoanan diserts memori Peninjauan KEembiah dan identila-idengisasnya kg

v

Peluigas Kisir membuatkan slip permbagaran pendaftaran periars PE agar dibavakan
ke Bank BTH Palembang Ksfas 1A Khusus dan pembayaran ke Bank BN Syarial atas
nama Rekening Mibkamah Agung Repullk indonesia

!

Bukll slip pembaryarsn dank ek ditunjulkas iegada petugas PTSP Perdata dan
dibuathan SKLR

v

PFetugas FTSF membubuiban cap pendaitaran dan memderikan Nomsor Begiien dan
Tanggal pendahaas Parmohenin Peninjauin Kemital, dan 1 llal.u:l surak &kio
Pemyatass dan Pemyedahan Meman Pesanjsain Kembali dan SEUM a38nya
desmrahkan bepada Pemokan Peninjouan Kembalauaianye

Lalu Petupss FTS menyampaikan kepada Pemohonf®uasanya babwa stas pamyataan
dan Fenyerahan Memen Peninjauan Eembal, apabéila terdapat Movun {Bukis Ban]
maka akan dilakikan pembseniahuan sidang Despah nowum fersebud dan
berkesajiban hadir pada sidang yang teiah daeniukan,

Pamohan Paninjavan Kembal neempusgai ik uniuk mesenime Jowaslan Memari
Penin@uan kemball dasi Termokan Peninjauan Kemsbahfiskma sejak 30{tiga Pulus]
hari setelah pengauan Memor Peninjaws Eambali,

v

Selesal

ik




24. STANDAR PELAYANAN PENYERAHAN JAWABAN MEMORI PENINJAUAN
KEMBALI PERDATA

A. TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat,
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dan komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas,

2, Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagal pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Neger Palembang Kelas |A Khusus.

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Megeri Palembang Kelas |A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Penyerahan Jawaban Memori Peninjauan Kembali adalah pengajuan yang melalui
proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register dan
hingga bukti register tersebut diberikan kepada Termohon Peninjauan
KembaliKuasanya.

D. RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negen
FPalembang Kelas |A Khusus

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomaor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor O026/KMASSKSNNZ012 Tanggal
9 Februar 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Momar 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

8. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1886 tentang Peradilan Umum.

72




7. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SKAL2012 Tanggal 9 Februan
2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUISK/HMO2.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 3239/DJU/SKMHM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/MHMO2.3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Neger.

. PRODUK PELAYANAN

Akte Penyerahan Jawaban Memon Peninjauan Kembali

. SARANA PRASARANA
Komputer, Printer dan Jaringan

. KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negeri Palembang Kelas |1A Khusus.

PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus

. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

. JANGKA WAKTU
15 Menit

. SYARAT-SYARAT

1. RelaasPenyerahan Memori Peninjauan Kembali
2 Jawaban/Kontra Memori Peninjauan Kembali

3. Softcopy (CD)

. BIAYA ATAU TARIF

NIHIL

T3




N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN PENYERAHAN JAWABAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI GUGATAN

Fetugas FTSR menarina PenchDnkuateoys dengan 3 5
Fleminen hormat @egas dus didepen dan menyaiaken selame

:

Petugas FT3P menanyakan keperuan Pemahon/ s sangs
*ada yang bisa kamd bastu

.

Patugas PTS® memerikia permahanan dan remeriica pernaaatan
SEfual pErmnghoegs Perinjas e Kpmaings dan dewiita
idenb®asnya,

'

Pelugas PTSP menyerahlas bevic dan kelenglkapan Penysahan
Ravenban Memodl Peninguan Keimbali iersebut kepada Faniters
bada Perdata unfuk dicekfdiperibid periyasalin setual
permahonan disertas lrsabamnmemaond Peninjauan Kembal
daakalLeogy [CO).

.

Petugas PTSP mambububisn cap pendsfiamn yang diadatangani
oleh Pandlera dan langgal penyerahan waban Permsohonan

Parsrganian Kaaniball, dan 1 {vatul surat Akte Penyerabon |k
femeri Peningauan Kemial diserahkan kepada Tenmohaon
Peninjauan Lembali/kuasanya
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25. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI

A. TUJUAN

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1.

Sebagai bagian dar komitmen Pengadilan Neger Palembang Kelas IA Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagal pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualtas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Keias |1A Khusus.

Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Permohonan Eksekusi adalah Penerimaan permohonan untuk menjalankan putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicatafinkracht van
gewijsde) yang bersifat penghukuman (condemnatoir) dan memenuhi persyaratan

sehingga tercatat dalam register Pemohon Eksekusi.

D. RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri

Falembang Kelas |A Khusus

E. DASAR HUKUM

1.

Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3.
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Nomaor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMAJSKSI2012 Tanggal
9 Februani 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMA/SKAII2012 Tanggal 9

Februarn 2012 tentang Standar Pelayanan

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Nemor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
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8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJWSK/HMO02 3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 3239/DJU/SK/MHM02,.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO2.3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negen.

9 RBg yang mengatur cara menjalankan putusan pengadilan atau disebut
eksekusi.

10.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia MNomor 27/PMK.06/2016
tentang Petunjuk Pelaksaan Lelang.

11. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

PRODUK PELAYAMNAM
Tanda Terima Permohonan Eksekusi

SARANA PRASARANA
Komputer, Printer dan Janngan

. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negeri Palembang Kelas LA Khusus.

PENANGGUNG JAWAB
FPanitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus

KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

JANGKA WAKTU
15 Menit

SYARAT-SYARAT

1. Permohonan Pengajuan Eksekusi

Surat Permohonan Eksekusi

Softcopy (CD)

Faotocopy putusan yang telah dilegalisir

Surat pernyataan pihak objek eksekusi tidak terkait masalah

L it

TG



M. BIAYA ATAU TARIF

Nao. URAIAN BIAYA KET
1. | Materai BA Rp. 10.000- PBiaya pemberitahuan
_ gpada kelurahan, dan para
Metera Panatapan Rp. 100000 - ihak, akan perhitungkan
Folokopl Benta Acara (5 Set atau lebih sesual Rp. 50000 [(emball dsesuaikan dengan
o] ; I
4 i 500.000,- ang -1,
e ; i A dan q.r.s.y PP Nomor 5
5 | Biaya petugas Pelayanan Sita Eksekusi Rp.  700.000.- [Tehun 2019 apabila ada
B | PNBP (huruf LA 1klmfangka D.1.n) PP Nomor5 | Rp  55.000.- “ﬁ:ﬂm‘iﬁg:'&? ﬁ
Tahun 2018), yaitu ihan akan dikembalikan
a) Pendaftaran Permohonan Sita Rp.25.000 - kepada Pemohon
b} Penetapan Sita Rp.10.000.-
C) Berita Acara Penyitaan Rp.10.000.-
Penyerahan Saknan Benta Acara Sita kepada
Pemohon dan kepada Termohon 2 x @ Rp 10.000
Jumiah Rp. 1.325.000,-

N. ALUR PELAYANAN

PERMOHONAN EKSEKLISI

Pelgas FTSP menerima Pemohon EkselssyRuasanya dengan 3 5
BMemben hoomat taagan dus didepan dan manyalakan jelamal

:

Petugas PTER menanysian keperian Pemobon kicssnya
*ada yaeg bisa lam| baanbe?

k

Perlugas FTSP memesriksa permohondn din memerikis pedsyaratan
sesual Permobsonannyssinidentitas-dan@masnyga,

Pebugss FTIF meoyeraban bakas dan kelnigkapan permofonan
tevrabal kepada Panitera Muda Perdata untuk dicek/diperiksa
prEFarElan Wi permmohonansiya dan identitis-identnssnya gl

Pelagas Kasih membuatkan ship pembayamn pendattaan perkaa
agar dibayarkas ke Bank BTH Palembang

!

Dukela phigy penbiayaran dari Bank ditunjuilan kepada petufas FTEF
Pardata dan dibuankan SELM

Petugas PTSP mesbubuhlan cp pendaltaran das memberiken
Meomor Register dam tangeal pensdallaran Permahonan, din 1 (587
gl permobonandan SKLIW asliaga diserahkan Lepada

] Piru.:hurrl'll.l.ur.'lru,n

'

Lalu Fetugas PTSP menyempaikan kepada Pengues Cusibnys uniuk
U gEY peEngElan sdang

Selesai

Tr




26. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN KONSINYASI

A,

B.

C.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencan keadilan dan
masyarakat

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

MAKSUD

1. Sebagai bagian dan komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas A Khusus.

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan

Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palambang Kelas |A Khusus dalam

penyelenggaraan pelayanan.

DEFINISI
Penitipan yang dilakukan debitur di Kantor Pengadilan Negeri karena kreditur tidak
mau menerima pembayaran debitur. Dalam Pasal 14040 KUHPerdata menyebutkan
a. Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan
penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang
menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan, dan beraku
baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara
menurut undang-undang sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas
langgungan 5 berpiutang

RUANG LINGKUP
SPP ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri
Palembang Kelas |A Khusus.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor O26/KMAJSK/I2012 Tanggal
8 Februan 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R
Nomar 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

5. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
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E. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum:.

7. Keputusan Mahkamah Agung R| Nomor 026/KMA/SKNI/2012 Tanggal 9 Februari
2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUWSK/HMO02 3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Jo.Nomor 3239/DJUW/SKI/HMO2 3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUW/SK/MMOZ.3/2/2018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

. PRODUK PELAYANAN

Momor Register Permohonan Konsinyasi

. SARANA PRASARANA
Komputer, Printer dan Jaringan

. KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

PENANGGUNG JAWARB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

. JANGKA WAKTU
15 Menit

. SYARAT-SYARAT

1. Pemohonan Pencairan Konsinyasi

Surat Permohonan Pencairan Konsinyasi

Softcopy (CD)

Fotocopy Salinan Penetepan Ketua Pengadilan Negeri

Surat Pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan tanah / untuk pembangunan
kepentingan umum

6. Surat-surat lain,

S o
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M. BIAYA ATAU TARIF

Mo, URAIAN BIAYA KET
1 Meteral Penetapan Rp. 10.000.-
2. | PMNBP Berita Acara Penawaran Rp. 10.000.-

N. ALUR PELAYANAN

PERMOHONAN KONSINYASI

Pelugas FTSP meeeiime Peenohon Eisekusifiuasanya dengan 3 5
Bemberi kammar fangan dua didepan dan mesyat@ian sslamat....

:

Fetugos PTH menanyskan keperdeis Pemohonkais ey
“ada yied bisd ke Bnle

!

Pedugas FTSP memeriksy permohonds dan memerikss persyaratan
sesul Permoksonannga dan identitas-identitasnya,

'

Fefugas PTSP manyeradaan berkas das kelongiapan paemohonan
terkitut kepada Fasiter Muda Perdata el dicelfdiperikss
persyaratan sesuai permohasnsnny & dsatiths-idantisasnyaligi

.

Potupas Kxsir memnbuatian dip pombayaran pendaftaran perkars
agar dibayarkan ke Eank BETH Palembang

:

Bukti slip pembFyaran dan bank ditunjulas kepada petugas PTSF
Perdata dan diluat ks SEUB

Petugas PTSP memiububkan cap peacFltaan dan meimbanban
Moo Register dan tanggal pendaftaran Permokonan, dam 1| stu)
marat penmohanan dan LM azinya diseraklan kepadas
Pemoion kua sanys

3

Lalu Petugas FTSP manyampaian kepada PengugatySuassnyga uniuk
mEsungpu pangilan sidang

| s |

B




27. INOVASI EFEKTIFITAS STANDAR PELAYANAN DELEGASI
A. DEFINISI

Adalah Pembaharuan untuk memudahkan prosedur atau proses dalam
melaksanakan panggilan atau pemberitahuan baik delegasi masuk ataupun delegasi
keluar pada Pengadilan Negen

1. Inovasi Pelayanan Delegasi adalah pelayanan secara terintegritas dalam suatu
proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk
pelayanan Pengadilan melalui Delegasi.

2. Inovasi Pelayanan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka
melayani kebutuhan penyelenggaraan cleh Pengadilan Megeri Palembang bagi
masyarakal pencar keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dalam proses Delegasi dalam penyelenggaraan Peradilan cepat,

sederhana dan biaya ringan

B. TUJUAN
1. Untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan secara profesional.

C. MANFAAT
1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencan keadilan guna
mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau.
2. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang dalam penyelenggaraan
pelayanan serta untuk mewujudkan tercapainya Zona Integritas (ZI), Wilayah

Bebas Korupsi (WBK), Wilayan Birokrasi Bersih Melayani (WEBEBM).

D. INOVASI
A. Berstandarkan SEMA Mahkamah Agung Rl No. 6 Tahun 2014 dalam proses

delegasi dilakukan melalui secara elektronik Faxsimile dan SIPP,
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B. Adanya kerjasama terhadap Kantor POS untuk mempercepat bukti pengiriman
biaya panggilan sidang;

C. Membuat administrasi baru untuk pengendalian pelaksanaan delegasi secara

terukur,

E. ALUR DELEGASI MASUK

Surar Delegasi Masuk
Melalui FTSP

Disposisi Bapak Ketus
Pengadilan Megenr
Palembang

!

Disposisi Panitera Muda
Perdata

Penunjukkan Jurusita/furasia
Pengganui

—a

!

Jurusita Mengial Buka
Pelaksanaan
Panggilan/Pembertabuan

|

Laporan Hasil Pelakasansan
Panggilan/Femberitahuan ke Panitera Muda
Perdata (Koordinarar Juraica)

|

Pengisian Hasnl Pelaksanaan
Panggilan/Pemberitahuan ke
Pengadilan Megerd Pengaju




F. ALUR DELEGASI KELUAR

Berkas |

|

=

Laporan Panicera Pengganti ke Panitera

Muds Perdata (Koordinacor
Jurusics/Jurusita Pengpanti)

l

JurusicaJurosits Pengganti (Proses
Pembuaran Surat Banman Ke
Pengadilan Negeri yang dituju

berkoordinas dengan kasir dalam
pengiriman biaya
panggilan/pemberitahuan)

l

Petugas Delegasi (Froses
Penginputan surat bantuan
Delegasi Keluar melalui 51PP,
FErmail. Fax!

Penyerahan Surat Pengiriman ke
Bagian Umum beserta Buksd
Pengiriman Biaya Panggilan

a3



28. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN GUGATAN/GUGATAN

SEDERHANA/PERMOHONAN SECARA E-COURT

A. TUJUAN

1.

2,

Meningkatkan kualtas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1.

Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Neger Palembang Kelas IA Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagal pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus.

Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilal  Kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus,

Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas |A Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI
Fengajuan Gugatan/Gugatan Sederhana/Permohonan secara E-Court adalah
pengajuan Gugatan/Gugatan SederhanaPermohonan oleh Penggugat/Pemchon
yang mana proses pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, pengambilan salinan

Putusan secara eletronik.

D. RUANG LINGKUP
Standar Pelayanan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pendaftaran

perkara perdata gugatan, gugatan sederhana , permohonan, pelayanan pengadilan.

E. DASAR HUKUM

1.
2,
3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-undang Nomaor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor 026/KMASKIVZ012Tanggal
8 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 tahun 2019 jo. SK Ketua Mahkamah
Agung Rl Nomor 129/KMASSKAINNZ019, tentang petunjuk teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan



6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

7. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMAJSKAI/2012 Tanggal 8 Februarni
2012 tentang Standar Pelayanan

8. Keputusan Dirfjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/IHMO2.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negern Jo Nomor 3239/DJU/SK/MM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Difen Badilum MNomor 77/DJWSK/HMOZ2 322018 tentang
pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSF) pad Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri.

. PRODUK PELAYANAN
Momor Register Perkara Permohonan/Gugatan/Gugatan Sederhana

. SARANA PRASARANA
Komputer, Printer dan Jaringan

. KOMPETENSI PELAKSANA
Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Megeri Palembang Kelas LA Khusus.

PENANGGUNG JAWAB
Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas |1A Khusus

. KRITERIA PENCAPAIAN
Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesual dengan prosedur yang

telah ditetapkan

. JANGKA WAKTU
15 Menit

SYARAT-SYARAT

Telah terdaftar sebagai pengguna terdaftar (Advokat).
atau telah terdaftar sebagai pengguna lain.

Email yang valid

Bersedia beracara secara ecourt untuk pengguna lain

- Gl i g
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M. BIAYA ATAU TARIF

Mo  Jenis Biaya Jumlah

1 Pendaftaran #1 SR Ao B 3 T Y
2 Biaya Proses Rp 100,000,00

3 Biaya Penggandaan o T e e e

4  Biaya Sumpah Rp 50.000,00

5  BiayaPos T R =1

6  PNBP Relas Rp mﬂmm

7 Redaksi Putusan Rp 1000000 £ I

B Materai Ap 10.000,00

> Pangsin * Ményesualkan jumlah dan dengan radius pa

N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN GUGATAN PERCERAIAN DAMN ATALU GUGATAN SEDERHANA E-COURT
Pihak mengupioud

Fetugas FT5P memeriksa berkas dan masnenikga persyaratan sesuai Gugslanaya dan identitas-identitaseyga,

!

PeTagas FTSP membantu pendafaran gugatan wcam elektronik {a-court] medalui meja ecourt

l

Petugas menyeratian rincdan panar bizya perkam kapeds Penpgugstisssamya dan Penggugat/Kuasanys mesdapatian
Surat Kuasa Unkuk Mesnbayar [SELR)

w

Ponpgugat/fuas@ingg mandageiken rekining virtual dad Band dan Nodipikasi Rekesing Virbusl melalul £-mall

Penggugaty/Kuasanya membayar panjis biays peskars sesusi nominal yang terera pada sotdlikasi rekening wifusl Bank

v

Selelih membayer pangar blaya perkana Penggugat/Kuasanys akan mendspatkan Notifikasd pembayaran dari Baik dan
meendapatican Nomor periara pads agBkasi &-cour

Fatugas PTEP manyempaiban kepada Pengrugal/®uasanya uitul meswunggs Pangsilan sideng melalul emad dalam akun -
courtnys

!

LR an erou meme s dokumdn yaing di uplsed Lilu di inped

L 4

Petuges PTSP menggandalkan berkas GugatangE5 seses jumlsh
pars itk

Petugas FTSP menyerahbaa bevkas Gugatany G5 kepada basic
unduk direaier,




